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  هـلا  ىلعو , نيلسرملاو  ءايــبنلأا فرشا ىلع م لاـسلاو  ة لاصلاو  نيـملاعلا بر لله دمحلا
دـعب اما .نيعمجا  هبحصو 
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah memberikan rahmat 
dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul 
“Aspek Maslahat dan Mudharat Wasiat Terhadap Warisan  (Perspektif Imam Maliki 
dan Imam Syafi’i)”. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan 
dalam jenjang perkuliahan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam 
penulisan skripsi ini tidak terlepas dari hambatan dan kesulitan, namun berkat 
bimbingan, bantuan, nasihat dan saran serta kerjasama dari berbagai pihak, khususnya 
pembimbing, segala hambatan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik.  
Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan, baik aspek 
kualitas maupun kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Semua ini didasarkan 
dari keterbatsan yang yang dimilki penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh 
dari sempurna sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat 
membangun unutk kemajuan pendidikan di masa yang akan datang. Selanjutnya 
dalam penulisan skripsi ini penulis banyak di beri bantuan oleh berbagai pihak.  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf  Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب Ba b Be 
ت Ta t Te 
ث ṡa ṡ es (dengan titik di atas) 
ج Jim j Je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha kh ka dan ha 
د Dal d De 
ذ Żal ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra r Er 
ز Zai z Zet 
س Sin s Es 
ش Syin sy es dan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) 





غ Gain g ge 
ؼ Fa f Ef 
ؽ Qaf q Qi 
ؾ Kaf k Ka 
ؿ Lam l El 
ـ Mim m Em 
ف Nun n En 
ك Wau w We 
ق Ha h Ha 
ء Hamzah ʼ Apostrof 
ل Ya y Ye 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda („). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tuggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َا fatḥah a a 
 َا Kasrah i i 





Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َٸ fatḥah dan yā’ ai a dan i 





Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan Tanda Nama 
ََل  ... | ََا  ... 
fatḥah dan alif 
atau yā‟ 
ā a dan garis di atas 




ū u dan garis di atas 
Contoh: 
ََتام : māta 
ىَمَر : ramā 





 َتْوَيَ: yamūtu 
4. Tā’ marbūṭah 
Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup atau 
mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 
tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 
marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh: 
ةَضْكَرَؙاﻷَ  ؿاَفْط   : rauḍah al-aṭfāl 
ةَل  ضافْلاََ ةَنْػيَ دَمَلا : al-madīnah al-fāḍilah 
ةَمْك َلَا : al-ḥikmah 
5. Syaddah (Tasydīd) 
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arabdilambangkan dengan 
sebuahtanda tasydīd(    ّ ), dalamtransliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 
huruf (konsonanganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
ََاّنبَر  : rabbanā 
ََانْيَّنَ: najjainā 
َّقََلَا: al-ḥaqq 
ََمُّعن  : nu“ima 
َّك دَع : ‘aduwwun 
Jika huruf لber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 







َّى لَع   : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 
َّبىَرَع: ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ؿا(alif 
lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.Kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 
(-). 
Contoh: 
َ  سْمّشَلا: al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
َةلَزلّزَلا    : al-zalzalah (bukan az-zalzalah) 
َةَفَسْلَفَلا  : al-falsafah 
ََدلَبلا : al-bilādu 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‟) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
ََفْك رْمأت: ta’murūna 
 َعْوّػَنلا   : al-nau„ 
ٌَءْيَش  : syai’un 





8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata 
al-Qur‟an (dari al-Qur‟ān), alhamdulillah, dan munaqasyah.Namun, bila kata-kata 
tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 
secara utuh. 
Contoh: 
Fī Ẓilāl al-Qur’ān 
Al-Sunnah qabl al-tadwīn 
9. Lafẓ al-Jalālah (للها) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarrdan  huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 
Contoh: 
 َللهاَ ني
 دdīnullāh  َلله ابbillāh 
Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada Lafẓ al-Jalālah, 
ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 
 َللهاَ ةَحمرَْ  فَِْم هhum fī raḥmatillāh 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 





kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 
huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang 
sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 
CDK, dan DR). Contoh: 
Wa mā Muḥammadun illā rasūl 
Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 
Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān 
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 
Abū Naṣr al-Farābī 
Al-Gazālī 
Al-Munqiż min al-Ḍalāl 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 
Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd 
Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 







B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt.  = subḥānahū wa ta‘ālā 
saw.  = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 
a.s.  = ‘alaihi al-salām 
H  = Hijrah 
M  = Masehi 
SM  = Sebelum Masehi 
l.  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.  = Wafat tahun 
QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli „Imrān/3: 4 
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Skripsi ini membahas tentang Aspek Maslahat dan Mudharat Wasiat 
Terhadap Harta Warisan Perspektif  Maliki dan Syafi‟i. Di sub permasalahan yaitu: 1). 
sebagaimana pandangan Imam Malik dan Imam Syafi‟i terhadap maslahat dan 
mudharat wasiat terhadap warisan, 2). Apa yang menjadi alasan terjadinya 
pertentangan dan perbedaan pendapat imam Maliki dan Imam Syafi‟i. 
Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan syar‟i. Dalam 
mengumpulkan data, penulis menggunakan studi kepustakaan. Teknik yang digunakan 
adalah membaca literatur yang mempunyai ketertarikan dan relevansi dengan masalah 
pokok dan sub-sub masalah. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Menurut Imam Maliki Jika yang 
meninggal dunia meninggalkan pesan atau wasiat, agar sebagian harta peninggalannya 
diserahkan kepada seseorang atau suatu benda tertentu. Maka wasiat itu harus 
dilaksanakan dengan ketentuan, wasiat itu sebanyak-banyaknya sepertiga harta 
peninggalan. Bila wasiat itu melebihi sepertiga bagian maka harus dikurangi, hingga 
menjadi sepertiga. Jika yang berwasiat meninggal dunia dan ahli waris yang menerima 
wasiat yang menerima wasiat itu, maka tidak ada wasiat baginya. Menurut Imam 
Syafi‟i Jika yang diberi wasiat itu ter-mahjub (terhalang menerima warisan) oleh orang 
lain yang menerma wasiat, atau orang yang menerima wasiat keluar sebagai ahli waris 
pada hari meninggalnya orang yang berwasiat, seperti orang yang berwasiat kepada 
isterinya dengan thalak tiga meninggal dunia, maka isteri tidak menerima warisannya. 
Wasiat untuk bekas isterinya itu dibolehkan, karena ia bukan ahli warisnya lagi. 
Adapun implikasi dari penelitian ini adalah:1) Jika wasiat dihubungkan dengan 
pembagian harta warisan maka haruslah terlebih dahulu dikeluarkan apa-apa yang 
menjadi wasiat dari si meninggal, barulah kemudian (setelah dikeluarkan wasiat) harta 
tersebut dibagikan kepada ahli waris. 2) Tidak diperbolehkan berwasiat lebih dari 
sepertiga harta warisan, karena akan mendatangkan kerugian bagi ahli waris. 3) 
Dengan berwasiat kita dapat membantu sesama atau kerabat kita yang lain yang tidak 
mendapat harta warisan. Oleh karena itu sebagai umat Islam dalam memilih maupun 
dalam memberikan penilaian pendapat harus mengetahui proses penetapannyasehingga 







A. Latar Belakang 
Islam sebagai salah satu agama Revealed relegion tidak hanya menuntun 
umatnya untuk semata-mata beribadah kepada Tuhan atau hanya menekan pada suatu 
aspek tertentu yang harus dicapai dalam kehidupan ini. Tetapi Islam merupakan 
agama yang komprehensif dan mempunyai konsep-konsep yang jelas didalam 
berbagai dimensi kehidupan ini. Diantaranya konsep tentang ilmu penegtahuan. 
Apabila dilakukan pelacakan terhadap kedua sumber nash autentik Al-Qur‟an dan 
Hadis akan didapatkan berbagai tuntutan-tuntutan tersebut. Bahkan telah terbukti 
dalam perjalanan sejarah bahwa wahyu pertama sekali yang disampaikan kepada 
Muhammad SAW adalah tentang perintah untuk membaca dan menulis. Tidak 
diragukan lagi bahwa kepedulian Islam terhadap ilmu penegetahuan menempati 
peringkat yang paling utama
1
. 
Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna di antara 
makhluk-makhluk-Nya. Dengan akal dan pikiran yang di berikan. Tuhan bisa 
mengembangkan segala ilmu pengetahuan yang di gunakan umtuk mengelola segala 
sumber daya alam agar bisa menjadi kekayaan yang melimpah. Allah Swt 
memerintahkan untuk tidak memberikan harta benda kepada manusia siapa saja yang 
hanya akan merugikan semua pihak dengan menyia-nyiakannya nanti.  
                                                             
1
Faisar Ananda Arfa, Watni Marpaung, Metodologi Penelitian Hukum Islam ( Cet.1; Jakarta: 






Adapun dalil-dalil yang sering memerlukan pengkajian ulang adalah tentang  
wasiat terhadap harta warisan. Banyak dalil-dalil dan hadis yang membahas 
permasalahan tersebut. Islam memandang harta adalah milik Allah SWT semata, 
sedangkan manusia ditunjuk sebagai penguasanya. Begitu yang diamanati meninggal 
dunia, harta  kembali ke tangan Tuhan secara otomatis. Karena Tuhan tidak 
menerima harta, maka diberikan kepada keluarga yang ditunjuk dengan aturan 
wahyu. Apakah penunjukan dan ketentuan waris itu berdasar budaya Arab, yang 
memang tempat wahyu turun sehingga waris hanya berlaku lokal, atau sebuah aturan 
universal yang dipilih Tuhan dan kebetulan banyak kesamaan dengan budaya Arab 
sehingga hukum waris berlaku umum, dengan memperhatikan data wahyu para ulama 
cenderung memilih dengan pola pikir universal bahwa hukum waris berlaku umum, 
bukan untuk lokal Arab saja. Waris dalam Islam bukanlah pembagian murni rasional. 
 Harta seharusnya dipergunakan untuk kepentingan bersama. Dengan 
demikian manusia diciptakan untuk hidup kekal akan tetapi manusia akan 
meninggalkan dunia dan meninggalkan harta benda.
2
 Oleh karena itu, harta benda 
yang diberikan oleh Allah Swt kepada umat manusia, selain untuk memenuhi 
kebutuhan pemiliknya dalam upaya mengabdi kepada Yang Maha Pemberi, juga 
sebagai perekat hubungan persaudaraan antar sesama manusia.  
Telah di anjurkan kepada seseorang yang mendapat harta berlebih untuk 
memberikan sebagian kepada saudaranya yang membutuhkan dengan itu fungsi harta 
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dapat dijalankan sebagai alat untuk mewujudkan atau mengukuhkan silaturahmi 
antara sesama anggota masyarakat. Salah satu contoh yang sering menimbulkan 
terjadinya perselisihan adalah masalah harta warisan. Perselisihan terjadi karena 
kematin seseorang yang meninggalkan harta warisan berakibat timbulnya Saling 
sengketa di kalangan para ahli waris. 
Ketentuan dan pembagian harta warisan mengenai siapa saja yang berhak 
menerima harta warisan mengenai siapa saja yang berhak menerima harta warisan 
dan berapa kadarnya telah diatur secara rapi dalam ilmu faraid dan berdasarkan 
hukum islam.
3
 Terjadinya sengketa antara ahli waris biasa dalam berbagai bentuk 
karena harta warisan baru akan di bagi setelah sekian lama pihak yang di warisi 
meninggal dunia, ada pula yang disebabkan karena kedudukan harta peninggalan itu 




Dengan demikian, pewaris dapat memberikan sebagian hartanya pada orang 
lain dengan adanya pesan terakhir, apalagi jika pesan tersebut berkaitan dengan 
pembagian warisan yang telah sesuai dengan keadilan. Dalan hal ini hukum perlu 
mengaturnya, “dalam membuat pesan terakhir dari si pewasiat dalam islam disebut 
dengan istilah surat wasiat. 
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Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, ( Jakarta: 
Kencana 2010), h. 233.  
4





Wasiat adalah suatu ucapan atau pesan terakhir, dari seseorang kepada orang 
lain yamg akan dilaksanakan setelah meninggal dunia.
5
 Wasiat juga diartikan sebagai 
pemberian secara sukarela (tabarru‟) yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah 




Dasar hukum wasiat banyak dijumpai di dalam ayat Al-Qur‟an dan hadits 
Rasulullah SAW, yang menimbulkan persepsi sebagai sesuatu yang diwajibkan 
kepada seseorang untuk memenuhi tuntutan imgin berlaku adil terutama kepada 
kerabatnya atau orang lain yang berjasa besar kepadanya, sedang kerabat atau orang 
tersebut tersisih dari pembagian harta warisan.
7
 
Adapun dasar hukum yang dimaksud, diantaranya adalah firman Allah Swt. 
Dalam QS. Al-Baqarah/2:180 
                              
               
Terjemahnya: 
Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang diantara 
kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib 
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Bilamana seseorang telah memutuskan untuk berwasiat, janganlah lalai 
menuliskannya, karena tidak tahu kapan seseorang menemui ajalnya. Kelalaian 
menuliskan atau memberitahukan keputusan wasiatnya, akan berakibat luputnya 
waktu baginya untuk sesuatu yang amat berharga.
9
 
Berdasarkan sumber hukum wasiat di atas, maka hukum wasiat dapat 
berbeda-beda. 
a. Wajib, jika itu untuk memenuhi hak-hak Allah yang dilalaikan, seperti 
pembayaran zakat, kafarah, nazar, fidiah puasa, haji, dan sebagainya, atau 
untuk memenuhi hak-hak sesama manusia yang tidak diketahui selain oleh 
pemberi wasiat sendiri. 
b. Sunnah, jika wasiat itu ditujukan bagi orang-orang yang tidak dapat 
menerima warisan atau untuk tujuan sosial, misalnya berwasiat ke pada 
fakir miskin, anak-anak yatim, dan sebagainya, dengan tujuan untuk 
mendekatkan diri kepada Allah, menambah amal memberikan bantuan 
kepada kerabat yang kekurangan harta, dan berinfak kepada lembaga-
lembaga sosial. 
c. Haram, jika  wasiat itu suatu maksiat seperti untuk mendirikan tempat 
perjudian, pelacuran, dan sebagainya. 
                                                             
9





d. Makruh, jika wasiat itu diberikan kepada orang fisiki dan orang ahli 
maksiat yang dengan wasiat itu mereka menjadi bertambah fasik dan 
bertambah maksiat. 




Mengenai pandangan Imam Maliki dan Syafi‟i tentang wasiat terhadap harta 
warisan rasanya kurang ideal jika terlalu dini memberikan penilaian tentang 
permasalahan tersebut.  
B. Rumusan Masalah 
1. Apa Maslahat Wasiat Terhadap Ahli Waris? 
2. Apa Mudharat Wasiat Terhadap Ahli Waris? 
3. Bagaimana pandangan Imam Maliki dan Imam Syafi‟i tentang Wasiat 
Terhadap Ahli Waris? 
C. Defenisi Operasional 
Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam mendefinisikan dan 
memahami permasalahan ini, maka akan dipaparkan beberapa pengertian variabel 
yang telah dikemukakan dalam penulisan judul. Adapun variabel yang dimaksud 
adalah sebagai berikut: 
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1. Aspek adalah suatu pandangan atau jangkauan yang terjadi di masa depan. 
2. Maslahat adalah perbuatan yang mengundang kebaikan 
3. Mudharat adalah sesuatu yang tidak menguntungkan atau yang mendatangkan 
kerugian. 
4. Wasiat adalah pemeberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau 
lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia
11
. 




D. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka merupakan usaha untuk menunjukan sumber-sumber yang 
terkait dengan judul skripsi ini, dalam hal ini penulis memiliki beberapa referensi 
dalam upaya memberi pemahaman pembahasan. Adapun beberapa buku yang sangat 
bersentuhan dan menjadi rujukan dalam penelitian ini antara lain: 
1. Didalam buku Ahmad Sanusi dan Sohari yang berjudul “Ushul Fiqih “ 
menjelaskan tentang maslahat mursalah dan sumber dan dalil serta metode 
istinbath hukum Islam. 
2. Didalam buku Abdul Ghofur Anshori yang berjudul “Hukum Kewarisan 
Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas”. Menjelaskan tentang 
ketentuan umum dalam kewarisan serta pelaksanaan kewarisan dalam Islam.  
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3. Didalam buku Misbahuddin yang berjudul “ Ushul Fiqih 1 “ menjelaskan 
tentang pendapat para ulama tentang maslahat mursalah serta jenis-jenis 
maslahah mursalah dan tingkatan-tingkatannya.  
4. Didalam buku Mardani yang berjudul “Hukum Kewarisan Islam di Indonesia” 
menjelaskan tentang sistem kewarisan islam dari berbagai zaman dan 
menjelaskan berbagai pendapat para ulama tentang kewarisan hukum islam 
dan pembagian kewaisan Hukum Islam. 
5. Di dalam buku Syaikh Kamil Muhammad yang berjudul “Fiqh Wanita” 
menjelaskan tentang syariat-syariat Wasiat dan Hukum-Hukumnya serta 
pembagian-pembagian Wasiat. 
E. Metodologi Penelitian 
Metode sebagai suatu rumusan atau cara tertentu secara sistematika bertujuan 
untuk menanggapi dan mengkaji suatu masalah yang dimaksud, agar sebuah karya 
ilmiah dari suatu penelitian dapat mencapai apa yang diharapkan dengan tepat. 
Adapun metode penelitian dalam pembahasan skripsi ini meliputi berbagai hal 
sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini termasuk penelitian pustaka (library research) yaitu 
penelitian yang objek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku, 





pokok permasalahan yang diteliti sebagai sumber datanya.
13
 Sumber tersebut diambil 
dari berbagai karya yang membicarakan tentang aspek maslahat dan mudharat wasiat 
terhadap harta warisan.   
2. Pendekatan Penelitian  
Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teologis 
normatif (hukum Islam), yuridis normatif(Undang-Undang) dan  Ushul Fiqih. 
Teologis normatif adalah suatu pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian 
dimana masalah-masalah yang akan dibahas sesuai dalam norma-norma atau kaedah-
kaedah yang ada, dalam hal ini adalah hukum Islam. yuridis normatif adalah suatu 
pendekatan yang berkaitang dengan undang-undang  Ushul fiqih merupakan suatu 
ilmu yang mengungkapkan berbagai metode untuk menggali hukum syari‟ah dari 
sumbernya yang telah dinashkan dalam Al-Qur‟an dan As-Sunnah.  
3. Sifat Penelitian 
Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian 
yang dimaksud untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang Aspek 
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4. Metode Pengumpulan Data 
a. Data primer, adalah data yang langsung memberikan data pada peneliti. 
Adapun data yang dijadiakan sebagai sumber data primer dalam 
penelitian ini ayat-ayat Al-Qur‟an dan Undang-Undang.  
b. Data Sekunder adalah semua data yang berhubungan dengan kajian yang 
dibahas selain dari sumber data primer yang disebutkan di atas, baik 
berupa buku, jurnal, artikel-artikel baik dalam media massa maupun 
elektronik yang berada di situs-situs internet dan data lain yang relevan 
guna membantu menyelesaikan persoalan dalam kajian penelitian ini. 
5. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data  
Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, penyusun menggunakan 
analisis yaitu sebagai berikut: 
a. Pengolahan Data 
Pengolahan data dapat diartikan sebagai rangkaian proses mengelola data 
yang diperoleh kemudian diartikan dan diinterpretasikan sesuai dengan 
tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti 
mengumpulkan data dengan cara membaca, mengkaji dan mempelajari isi 
dan mencatat data yang sesuai dari bahan pustaka baik jurnal, karya 
ilmiyah dan dokumen data-data yang mempunyai kaitan dengan Maslahat 






b. Analisis Data 
Tehnik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan 
masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan yaitu 
analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang 
dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, 
memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensitesiskannya, 
mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dapat diceritakan 
kembali dengan data yang berasal dari literatul bacaan.  
F. Tujuan dan Kegunaan 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Mengetahui maslahat wasiat terhadap ahli waris. 
b. Mengetahui mudharat wasiat terhadap ahli waris. 
c. Mengetahui pandangan Imam Maliki dan Syafi‟i tentang wasiat terhadap 
ahli waris. 
2. Kegunaan penelitian 
Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Secara teorotis penulisan skripsi ini dapat berguna untuk perkembangan 
wacana hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan pokok masalah 
penelitian yaitu  Aspek Maslahat dan Mudharat Wasiat Terhadap Ahli 





tentang wacana baru dalam kajian hukum tentang maslahat dan mudharat 
wasiat terhadap ahli waris.  
b. Kegunaan praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
sumbangan untuk memperkaya ilmu pengetahuan pada umunya dan 























BAB II  
TINJAUN UMUM TENTANG MASLAHAH DAN MUDHARAT 
 
A. Pengertian Maslahah  
Menurut bahasa, kata maslahah berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan 
ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata maslahah, yang berarti mendatangkan 
kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.
14
 Menurut 
bahasa aslinya  kata maslahah berasal dari kata salahu,  yasluhu, salahan,  , حهصَ , حهص
احلاص artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.15 Sedang kata mursalah 
artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan  dalil agama (al-Qur‟an dan al-Hadits) 
yang membolehkan atau yang melarangnya.
16
 
Menurut Abdul Wahab Khallaf, maslahah mursalah adalah maslahah di mana 
syari‟ tidak mensyari‟atkan hukum untuk mewujudkan maslahah, juga tidak terdapat 
dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.
17
 
Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi maslahah  mursalah 
adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari‟ (dalam 
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mensyari‟atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang 
menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.
18
 
Dengan definisi tentang maslahah mursalah di atas, jika dilihat dari  segi 
redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada  hakikatnya ada 
satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam  hal-hal yang sama 
sekali tidak disebutkan dalam al-Qur-an maupun al-Sunnah,  dengan pertimbangan 
untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia  yang bersendikan pada asas 
menarik manfaat dan menghindari kerusakan.  
B. Dasar Hukum Maslahah Mursalah  
Sumber asal dari metode maslahah mursalah adalah diambil dari al-Qur‟an 
maupun al-Sunnah yang banyak jumlahnya, seperti pada ayat-ayat berikut:   
1. QS. Yunus/ 10:57 
                     
         
Terjemahnya: 
Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari 
Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam 
dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
19
 
2. QS. Yunus/ 10:58  
                          
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Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan 
itu mereka bergembira. kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih 
baik dari apa yang mereka kumpulkan".
20
 
3. QS. Al-Baqarah/ 2:220 
                        
                       
             
Terjemahnya: 
Tentang dunia dan akhirat. dan mereka bertanya kepadamu tentang anak 
yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, 
dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; 
dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang 
Mengadakan perbaikan. dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia 
dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha 
Perkasa lagi Maha Bijaksana.
21
 
Sedangkan nash dari al-Sunnah yang dipakai landasan dalam  
mengistimbatkan hukum dengan metode maslahah mursalah adalah Hadits  Nabi 
Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah yang berbunyi: 
 ع سمعم او ًفعجنا ٲبوا . قاشسنادبع اىحدح , ٍحَ هب دمحم اىحدح هبا هع ةمسكع هع   سباج ه
 لىسز لال : لال سابع ﷲ ًهص ﷲز اسضلاو زسضلا : مهس و ًُهع 
Artinya:  
Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita 
kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah 
SAW bersabda, “ tidak boleh membuat mazdarat (bahaya) pada dirinya dan 
tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain”. (HR. Ibn Majjah)22 
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Atas dasar al-Qur‟an dan al-Sunnah di atas, maka menurut Syaih  Izzuddin 
bin Abdul Salam, bahwa maslahah fiqhiyyah hanya dikembalikan  kepada dua kaidah 
induk, yaitu:  
1. ءز دسافمنا د Artinya: Menolak segala yang rusak  
2.  حناصمنا بهج Arinya: Menarik segala yang bermasalah23  
Sementara itu Prof. Dr. Hasbi Asy-Siddieqy mengatakan bahwa kaidah  kully 
di atas, pada perkembangan berikutnya dikembangkan menjadi beberapa  kaidah 
pula, diantaranya adalah:   
1. Sesungguhnya kemazdaratan itu harus dihilangkan. 
2. Sesunggunhnya kemazdaratan itu tidak boleh dihilangkan dengan 
membuat kemazdaratan pula. 
3. Sesungguhnya menolak kemazdaratan harus didahulukan atas menarik 
kemaslahatan. 
4. Sesungguhnya kemazdaratan yang khusus harus dipikul untuk menolak 
kemazdaratan umum. 
5. Sesungguhnya harus dikerjakan (dilakukan) kemazdaratan yang lebih 
ringan dari kedua kemazdaratan. 
6. Sesungguhnya segala yang darurat (yang terpaksa dilakukan) 
membolehkan yang terlarang. 
7. Sesungguhnya hajat itu di tempatkan di tempat darurat. 
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8. Sesungguhnya kepicikan itu harus dihilangkan. 
9. Sesungguhnya kesukaran itu mendatangkan sikap kemudahan24 
C. Syarat-syarat Maslahah Mursalah  
Maslahah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya 
kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan  tidak terbatas, 
tidak terikat. Dengan kata lain maslahah mursalah merupakan  kepentingan yang 
diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari‟ah  yang mendasar. Karena 
syari‟ah sendiri ditunjuk untuk memberikan  kemanfaatan kepada masyarakat secara 
umum dan berfungsi untuk  memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan 
(kerusakan).  
Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya maslahah mursalah  dibagi 
atas tiga bagian yaitu:   
a. Al-Maslahah al-Daruriyah, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam  
kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan,  
dan harta. 
b. Al-Maslahah al-Hajjiyah, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah  
derajatnya al-maslahah daruriyyah), namun diperlukan dalam kehidupan 
manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak  
terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja 
akan  mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya. 
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c. Al-Maslahah al-Tahsiniyah, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang 
jika  tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam 
kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai 
pelengkap atau hiasan hidupnya.
25
 
Untuk menjaga kemurnian metode maslahah mursalah sebagai  landasan 
hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi  pertama harus 
tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (al Qur‟an dan al-Hadits) 
baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus  mempertimbangkan adanya 
kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai  zamannya. Kedua sisi ini harus 
menjadi pertimbangan yang secara cermat  dalam pembentukan hukum Islam, karena 
bila dua sisi di atas tidak berlaku  secara seimbang, maka dalam hasil istinbath 
hukumnya akan menjadi sangat  kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu 
disisi lain. Sehingga dalam  hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam 
menggunakan  maslahah mursalah baik secara metodologi atau aplikasinya. 
Adapun syarat maslahah mursalah sebagai dasar legislasi hukum Islam  sangat 
banyak pandangan ulama, diantaranya adalah:  
1. Menurut Al-Syatibi   
Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:  
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a. Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam 
ketentuan syari‟ yang secara ushul dan furu‟nya tidak bertentangan  
dengan nash.  
b. Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam 
bidang-bidang sosial (mu‟amalah) di mana dalam bidang ini menerima  
terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena 
dalam  mu‟amalah tidak diatur secara rinci dalam nash.  
c. Hasil maslahah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek  
Daruriyyah, Hajjiyah, dan Tahsiniyyah. Metode maslahah adalah  
sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek 
kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.
26
  
sesuai firman Allah. Artinya: “Dan dia sekali-kali tidak menjadikan 
untuk kamu dalam agama suatu kesempitan”. (QS. Al-Hajj: 78)27  
2. Menurut Abdul Wahab Khallaf   
Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam  bila 
memenuhi syarat yang diantaranya adalah:   
a. Berupa maslahah yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan maslahah 
yang  sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian 
dan  pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfa‟at dan  
menolak kerusakan. 
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b. Berupa maslahah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan  
perorangan, tetapi untuk orang banyak.   
c. Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash 
(alQur‟an dan al-Hadits) serta ijma‟ ulama.28  
3. Menurut Al-Ghozali   
Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:   
a. Maslahah mursalah aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara‟  
b. Maslahah mursalah tidak bertentangan dengan ketentuann nash syara‟ 
(al-Qur‟an dan al-Hadits).  
c. Maslahah mursalah adalah sebagai tindakan yang dzaruri atau suatu 
kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.
29
  
4. Menurut Jumhurul Ulama   
Menurut Jumhurul Ulama bahwa maslahah mursalah dapat sebagai  
sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:  
a. Maslahah tersebut haruslah “maslahah yang haqiqi” bukan hanya yang 
berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya  
bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar  
dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemazdaratan. Akan tetapi  
kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka  
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adanya penolakan terhadap kemazdaratan, maka pembinaan hukum 
semacam itu adalah berdasarkan wahm (prasangka) saja dan tidak  
berdasarkan syari‟at yang benar. 
b. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan 
kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok 
tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan  
oleh orang banyak dan dapat menolak kemudaratan terhadap orang 
banyak pula. 
c. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang  
terdapat dalm al-Qur‟an dan al-Hadits baik secara zdahir atau batin.  
Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif  
dengan nash seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan  
perempuan dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagian 
tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.
30
 
Dari ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa maslahah mursalah  dapat 
dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam  tindakan sehari-
hari bila telah memenuhi syarat sebagai tersebut di atas, dan  ditambahkan maslahah 
tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak  sebatas kemaslahatan yang 
sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat  menarik suatu kemanfaatan dan 
menolak kemudaratan. Dan maslahah  tersebut mengandung kemanfa‟atan secara 
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umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak  melenceng dari 
tujuan-tujuan yang dikandung  dalam al-Qur‟an dan al-Hadits.  
D. Pendapat Para Imam Madzhab tentang Maslahah Mursalah    
Jumhur Ulama bersepakat bahwa maslahah mursalah adalah  merupakan asas 
yang baik bagi dibentuknya hukum-hukum Islam. Hanya saja  jumhur Hanafiyah dan 
Syafi‟iyyah mensyaratkan tentang maslahah ini,  hendaknya ia dimasukkan di bawah 
qiyas, yaitu sekiranya terdapat hukum  ashal yang dapat diqiyaskan kepadanya dan 
juga terdapat illat mundhabith  (tepat). Sehingga dalam hubungan hukum itu terdapat 
tempat untuk merealisir  kemaslahatan.  
Berdasarkan pemahaman ini mereka berpegang pada  kemaslahatan yang 
dibenarkan syara‟, tetapi merek lebih leluasa dalam  mengganggap maslahah yang 
dibenarkan syara‟ ini, karena luasnya mereka  dalam soal pengakuan syari‟ (Allah) 
terdapat illat sebagai tempat  bergantungnya hukum, yang merealisir kemaslahatan. 




Adapun golongan Malikiyyah dan Hanabilah, mereka banyak  membentuk 
hukum berdasarkan maslahah semata, tanpa memasukkan ke  dalam qiyas. Menurut 
Imam Malik, untuk menetapkan dalil ini, ia mengajukan  tiga syarat dalam maslahat 
yang dijadikan dasar pembentukan hukum, yaitu:  Pertama, bahwa kasus yang 
dihadapi haruslah termasuk bidang mu‟amalah,  sehingga kepentingan yang terlihat di 
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dalamnya dapat dinilai berdasarkan  penalaran kasus tersebut tidaklah boleh 
menyangkut segi ibadat. Kedua, bahwa kepentingan tersebut mestilah sesuai dengan 
jiwa syari‟ah dan tidak  boleh bertentangan dengan salah satu sumber hukum di 
dalamnya. Ketiga,  bahwa kepentingan tersebut haruslah berupa hal-hal yang pokok 
dan darurat,  bukan yang bersifat penyempurna (kemewahan). Hal-hal pokok tersebut  
mencakup tindakan memelihara agama, jiwa/kehidupan, akal, keturunan, dan  
kekayaan. Hal-hal yang darurat berhubungan dengan usaha untuk  memperbaiki 
kehidupan, sedangkan hal-hal penyempurna bersifat ”hiasan dan tambahan”.32   
Sebenarnya, dalam masalah ini, empat imam madzhab mengakui apa  yang 
disebut maslahah. Hanya saja jumhur ulama Hanafiyah dan Syafi‟iyah  berupaya 
memasukkan maslahah ke dalam qiyas. Mereka dalam masalah ini  keras, demi 
memelihara hukum dan berhati-hati dalam soal pembentukan  hukum. Adapun 
golongan Malikiyah dan Hanabiyah, mereka menjadikannya  sebagai dalil yang 
berdiri sendiri dengan nama maslahah mursalah.  
E. Pengertian Mudharat 
Mudharat secara etimologi adalah bersal dari kalimat “al-Dharar” yang berarti 
sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat menahannya. Al-dharar adalah 
membahayakan orang lain secara mutlak, sedangkan al-dhirar adalah membahayakan 
orang lain dengan cara yang tidak disyariatkan.
33
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Sedangkan dharar secara terminologi ada beberapa pengertian diantaranya 
adalah Abu Bakar al-Jashas, mengatakan makna Dharar adalah ketakutan seseorang 
pada bahaya yang mengacam nyawanya atau sebagian anggota badannya. Menurut al-
Dardiri, Dharar ialah menjaga diri dari kematian atau dari kesusahan yang teramat 
sangat. Menurut sebagian ulama dari Mazhab Maliki, Dharar ialah mengkhawatirkan 
diri dari kematian berdasarkan keyakinan atau hanya sekedar dugaan. Menurut al-
Suyuti, Dharar adalah posisi seseorang pada sebuah batas, kalua ia tidak 
mengkomsumsi sesuatu yang dilarang maka ia akan binasa atau nyaris binasa.
34
 
Sedangkan al-Nabawi menguti pendapat al-Khusni mengatakan bahwa dhirar 
adalah sebagai perbuatan yang menguntungkan diri sendiri tetapi merugikan orang 
lain, sedangkan dharar adalah perbuatan yang merugikan orang lain tetapi tidak 
menguntungkan diri sendiri.
35
 Dalam QS. Al-Qashash : 77 
                   
Terjemahnya: 
Dan janganlah kamu bebuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak 
menyukai orang-orang yang berbuat keruskan.
36
 
Hadist Hadis Rasulullah saw. riwayat dari Ahmad bin Hanbal dari Ibnu 
Abbas: 
 َزاَسَِضلاَوَزَسََضلا  
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a. Dharar, yaitu kepentigan manusia yang diperbolehkan menggunakan 
sesuatu yang dilarang, karena kepentingan itu menempati puncak 
kepentingn manusia, apabila tidak dilaksanakan maka mendatangkan 
kerusaka. Kondisi semacam ini memperbolehkan segala yang diharamkan 
atau dilarang, seperti memakai pakaian sutra bagi laki-laki yang telanjang, 
dan sebagainya. 
b. Hajat, yaitu kepetingan manusia akan sesuatu yang apabila tidak dipenuhi 
mendatangkan kesulitan atau mendekati kerusakan. Kondisi semacam ini 
tidak menghalalkan yang haram. Misalnya seorang seorang laki-laki yang 
tidak mampu berpuasa maka diperbolehkan berbuka dengan makanan 
halal, bukan makanan haram. 
c. Manfaat, yaitu kepentingan manusia untuk menciptakan kehidupan yang 
layak. Maka hukum diterapkan menurut apa adanya karena sesungguhnya 
hukum itu mendatangkan manfaat. Misalnya makan pokok seperti beras, 
ikan, sayur-mayur, lauk-pauk, dan sebagainya. 
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d. Zienah, yaitu kepentingan manusia yang terkait dengan nilai-nilai estetika. 
e. Fudhul, yaitu kepentingan manusia hanya sekedar untuk berlebih-lebihan, 
yang memungkinkan mendatangkan kemaksiatan atau keharaman. Kondisi 
semacam ini dikenakan hukum sad al-dzariah, yakni menutup jalan atau 
segala kemungkinan yang mendatangkan mafsadah. 
Memberlakukan Qaidah asasiyyah ini harus memperhatikan qaidah 
bagiannya, yaitu: 
a. Kemudharatan dapat menghalalkan sesuatu yang diharamkan menurut 
syariat. Misalnya, orang yang dilanda kelaparan diperkenakan makan 
binatang yang diharamkan karena ketidak adaan makanan yang halal. 
b. Kemudharatan itu tidak dapat dihilangkan dengan menimbulkan 
kemudharatan yang lain. Oleh karena itu, orang yang dalam keadaan 
terpaksa menghajatkan sekali kepada makanan, maka tidak boleh makan 
makan milik orang lain yang juga sangat menghajatkannya. 
c. Menolak kerusakan (mafsadat) lebih didahulukan daripada menarik 
kemaslahatan. Oleh karena itu, apabila berjual beli hukumnya sunnat, tetapi 
jika jual beli itu mengandung aspek riba, maka jual beli itu menjadi 
dilarang. 
d. Apabila dua buah kemudharatan saling berlawanan maka haruslah 
dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih 





e. Apabila terjadi perlawanan antara kemashlahatan dan kemudharatan, maka 
harus diperhatiakan mana yang lebih kuat di antara keduanya. 
f. Sesuatu yang diperbolehkan karena dharurat, harus diperkirakan menurut 
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WASIAT DALAM HUKUM ISLAM 
A. Pengertian Wasiat 
Wasiat menurut bahasa artinya menyambungkan berasal dari kata 
washasy syai-a bikadza, artinya” Dia menyambungkannya”. Dikatakan 
demikian karena seorang yang berwasiat berarti menyambungkan kebaikan 
dunianya dengan kebaikan akhirat. Wasiat adalah pesan tentang suatu 
kebaikan yang akan dijalankan sesudah seseorang meninggal dunia.
40
 
Muhammad Rasyid Ridho membatasi wasiat dengan mengatakan bahwa kata 
yusikum yang terdapat dalam diawal surat An-Nisa, asalnya adalah al-ishaa 
kemudian menjadi washiat. Maknanya pesan. Pesan pada hakikatnya adalah 
yang ditujukan kepada seseorang dan ia merealisasikannya.
41
 
Wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa 
benda, piutang, maupun manfaat untuk dimiliki oleh penerima wasiat. 
Menurut kompilasi hukum Islam, wasiat yaitu pemberian suatu benda dari 
pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris 
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Wasiat adalah suatu ucapan atau pesan dari seseorang kepada 
orang lain yang akan dilaksanakan setelah ia meninggal dunia. 
Wasiat menurut Hanafi adalah memeberikan hak memiliki sesuatu 
secara sukarela yang pelaksanaannya ditangguhkansetelah adanya peristiwa 
kematian dari yang memberikan, baik ssesuatu itu berupa barang maupun 
manfaat. Sedangkan menurut Imam Malik wasiat merupakan suatu perikatan 
yang mengharuskan penerima wasiat menghaki sepertiga harta peninggalan si 
pewaris sepeninggalnya atau mengharuskan penggatian hak sepertiga harta 
peninggalan si pewaris kepada si penerima wasiat sepeninggalnya pewasiat.
43
 
B. Dasar Hukum Wasiat 
1. QS Al-Baqarah/2:180 
                        
                 
Terjemahnya: 
Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-
tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-
bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf (ini adalah) kewajiban atas 
orang-orang yang bertakwa. 
2. QS.Al-Baqarah/ 2:181 
                                 
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Maka Barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, Maka 
Sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. 
Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. 
3. Al-Maidah/ 5:106 
                            
                         
                          
                       
Terjemahnya:    
Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi 
kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan 
oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama 
dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa 
bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk 
bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu 
ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga 
yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan 
tidak (pula) Kami Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami 
kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa. 
4. QS.Al-Baqarah/2:240 
                          
                               
          
Terjemahnya : 
Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan 
meninggalkan isteri, hendaklah Berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi 
nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). 
akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), Maka tidak ada dosa bagimu (wali 
atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf 





Beberapa hadist berikut menjelaskan tentang aturan wasiat dalam islam, 
antara lain: 
Dari Sa‟ad bin Abi Waqqash ra dia berkata: 
 َت َْنأ كَِّوإ ٌسُْ ِخَك ُُجُهخن َاف َلَال ُُجًهخنا ُتْهل َل َلَال ُسْطًشاَاف ُتْهل َل ًِ ِّهُك اَمِب ِﷲ َلْىُسَز َاَ ُتٌْهل ََكَتحَزَو َعَد
 ًَةناَع ُْمهَعََدت َْنأ ْهِم ٌسُْ َخ َء ٍَ ِىَْغأ ْمِهَْ ِدَْ َأ ٍْ ِف َساَّىنا َنُْىفَّفََكَتَ  
Artinya; 
Aku berkata, “Wahai Rasulullah, aku mau berwasiat untuk menyerahkan 
seluruh hartaku”.”beliau bersabda”. Aku berkata,” kalau setengahnya?” Beliau 
Bersabda, “tidak boleh”. Aku berkata, “kalau sepertiganya?” Beliau bersabda: 
“ia sepertiganya dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya jika kamu 
meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu 
meninggallkan mereka dalam keadaan miskin lalu mengemis kepada manusia 
dengan menengadahkan tangan-tangan mereka. (HR. Al-Bukhari). 
Dari Abu Umamah al-Bahili Radiyallahuanhu, ia berkata, “ Aku mendengar 
Rasulullah SAW bersabda dalam Khutbahnya pada tahun Haji Wada‟: 
 ِثِزاَِىن ََةُِصَو ََلاف ًًُّمَح ًّكَح ٌْ ِذ َّمُك َطْعأ َْدل َﷲ َّنِإ 
Artinya : 
Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang yang memiliki 
hak akan hartanya.maka tidak ada wasiat untuk ahli waris. 
 Dan Dari Abdillah bin Umar Radiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW 
bersabda: 
 ِصُْىَ ٌء ٍْ َح ًُن ٍمِهْسُم ٍئِسْما ُّكَح اَم ُيَدْىِع َُتب ُْىتْكَم ًُُتَُِّص َوَو َِّلاإ َِهَتهُْ َن ُتُْ َِبَ ًِ ُْ ِف ٍْ  
Artinya:  
Seorang Muslim tidak layak memiliki sesuatu yang harus ia wasiatkan, 
kemudian ia tidur dua malam, kecuali jika wasiat itu tertulis disampingnya. 
 
Dari beberapa hadis di atas, maka ada beberapa catatan yang perlu 





keluarga yag mendapatkan warisan tidak berhak mendapatkan wasiat. Ketiga, boleh 
menyedekahkan sebagian garta orang yang telah meninggal atas namanya mayit) 
walaupun si mayit tidak mewasiatakan untuk itu. 
a. Ijma 
Ulama telah sepakat tentang bolehnya wasiat, karena wasiat telah 
dijalankan oleh umat islam sejak zaman Nabi Muhammad Saw. hingga sekarang.
44
 
b. Dalil aqli 
Secara aqli (logika), seseorang muslim yang taat kepada Allah Swr. Pasti 
berkeinginan agar akhir hayatnya diakhiri dengan amal-amal saleh, salah satu amal 
saleh tersebut adalah berwasiat.
45
 Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Saw.: 
“Sesungguhnya Allah memerintahkan sedekah kepadamu sepertiga harta untuk 
menambah amal-amalmu, maka keluarkanlah sedekah itu menurut kemampuanmu 
dan menurut kesukaanmu” ( HR Bukhari). 
c. Wasiat dalam kompilasi Hukum Islam 
Aturan berwasiat diatur dalam kompilasi hukum islam pasal 194 sampai 
dengan pasal 209 di bawah Bab V tentang wasiat. Dalam pasal-pasal kompilasi 
hukum islam tersebut diatur mengenai orang yang berhak untuk betwasiat subjek 
wasiat), bentuk wasiat, jenis-jenis wasiat, dan lain-lain yang berkaitan dengannya. 
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Terdapat dua syarat komulatif dan satu syarat tambahan orang yang berhak 
berwasiat sebagian harta miliknya sebagaimana ternuat dalam ketentuan pasal 194 
ayat (1) kompilasi hukum islam, yang menetapkan bahwa “orang yang telah berumur 
sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa ada paksaan dapat 
mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga”. Orang 
berwasiat minimal berumur 21 tahun dan berakal sehat, sedangkan syarat tambahan 
orang berwasiat yaitu “tanpa ada paksaan”. 
Tentang orang yang menerima wasiat dapat diketahui darin ketentuan pasal 
171 butir f dan pasal 194 ayat (1) kompilasi hukum islam, yaitu orang lain atau 
lembaga. Hal mana diketahui dari kata-kata “kepada orang lain atau lembaga”. 
Diketahui pula dari ketentuan dalam pasal 196 kompilasi hukum islam dari kata-kata 
“siapa atau siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda 
yang diwasiatkan”, 
Tidak ada pembatasan orang yang dapat menerima wasiat, kecuali pewasiat 
sendiri dan orang-orang yang secara tegas dikecualikan sebagai penerima wasiat 
sebagaimana ditentukan dalam pasal 195 ayat (3), pasal 2017, dan pasal 208 
kompilasi hukum islam, yaitu: pertama, ahli waris, kecuali untuk hal ini mendapat 
persetujuan atau disetujui oleh semua ahli waris; kedua, orang yang melakukan 





kerohanian sewaktu ia menderita sakit hingga meninggalnya, kecuali untuk hal ini 
ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa.
46
 
C. Macam-macam  dan Hukum Wasiat 
1. Macam-macam wasiat dilihat dari: 
a. Isinya dapat dibedakan atas 2 macam: 
1) Wasiat pengangkatan waris (erfstelling) 
Wasiat yang berisi pengangkata waris (erfstelling), yaitu wasiat 
dengan nama orang yang mewasiatkan, memberikan kepada seorang (atau 
lebih), seluruh atau sebagian dari harta kekayaannya, kalau dia meninggal dunia 
(pasal 954 KUHP perdata). 
Orang yang ditunjuk dalam wasiat erfstelling dinamakan testamentarie 
erfenaam, yaitu ahli waris menurut wasiat seperti halnya ahli waris menurut 
undang-undang (ab-intestat) ia memperoleh segala hak dan kewajiban si 
meninggal (onde algemene title). 
2) Hibah wasiat (legaat) 
Dalam pasal 957 KUHperdata, yang dimaksud dengan Hibah wasiat ialah 
suatu penetapan khusus, dimana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang 
barang-barang tertentu, atau semua barang-barang dan macam tertentu; misalnya, 
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Orang yang menerima suatu legaat, dinamakan legataris, ia bukan ahi waris. 
Karena itu ia tidak menggantika si meninggal dalam hak-hak dan kewajiban-
kewajiaban (terutama membayar hutang-hutang) ia hanya berhak untuk menuntut 
penyerahan benda atau pelaksanaan hak yang diberikan kepadanya dari sekalian ahli 
waris. Adapun yang dapat diberikan dalam suatu legaat dapat berupa: 
a) Satu atau beberapa benda tertentu. 
b) Seluruh benda dari satu macam atau jenis, misalnya seluruh benda 
yang bergerak. 
c) Hak uruchtgebrik atas sebagian atau seluruh warisan dan 
d) Sesuatu hak lain terhadap harta warisan (boedol), misalnya hak 
untuk mengambil satu atau beberapa benda tertentu dari boedol. 
Antara legat dan erfstelling pelaksanaannya sama-sama baru berlangsung 
setelah pembuat testament wafat, akan tetapi terdapat beberapa perbedaan di antara 
keduanya yaitu: 
1) Pada erfstelling jumlah boedol tidak pasti jumlah atau jenisnya, sedangkan 
legaat adalah suatu penetapan testament yang khusus kepada seseorang atau 
lebih memberikan beberapa barang atau harta kekayaan dari jenis tertentu 
misalnya : memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta 
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2) Penerima erfstelling mempunyai kedudukan sebagai ahli waris lain (ab 
intestato), sedangkan penerima testament jenis legaat hanya berkedudukan 
sebagai debitur yang mempunyai hak untuk menuntut kepada ahli waris 
pembuat testament 
3) Penerima testament erfstelling mempunyai kewajiban untuk melunasi utang 
pewaris manakala boedelnya tidak cukup untuk melunasinya. 
Suatu erfstelling atau legaat dapat disertai dengan beban (last) dapat juga 
digantungkan pada suatu syarat dalam batas tertentu.
48
  
2. Hukum Wasiat 
Helmi Karim Mengatakan hukum melakukan wasiat bervariasi, ada yang 
wajib, sunnah, makruh, bahkan ada yang haram, sesuai dengan situasi dan kondisi, 
yaitu: 
a. Wasiat yang hukumnya wajib, yakni seseorang yang diwajibkan untuk 
membayar hutang dan menunaikan kewajiban. Contohnya, wajib berwasiat 
untuk mengembalikan pinjamanatau untuk membayar hutang. 
b. Wasiat yang hukumnya dianjurkan (mustahabbah) supaya dilakukan oleh 
seseorang sebelum ia meninggal dunia. Contohnya, berwsiat untuk karib 
kerabat yang bukan termasuk ahli waris, sehingga mereka ikut terbantu. 
Mewasiatkan sesuatu kepada orang yang bukan ahli waris adalah sangat di 
sukai (mustahab). Demikian ijma para imam mazhab Az-Zuhri dan ulama 
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ahlu Zahir mengatakan bahwa berwasiat untu kerabat yang tidak mendapat 
warisan dari si mayit hukumnya adalah wajib, baik mereka itu dari ashabab 
maupun dari dzawil arham, yaitu jika terdapat ahli waris lain selain 
mereka. 
c. Wasiat yang sifat dan hukumnya boleh dilakukan oleh seseorang sebelum  
ia meninggal dunia, seperti berwasiat untuk orang-orang kaya, baik 
termasuk keluarga yang tidak menerima orang.  
d. Wasiat yang sifatnya karahah tahrim, sebagaimana dikemukakan mazhab 
hanafi. Contohnya berwasiat untuk ahli fasikdan ahli maksiat. 
e. Wasiat yang hukumnya haram, yakni wasiat yang tidak boleh dilakukan 
oleh seorang muslim, seperti berwasiat untuk maksiat. Contohnya 
berwasiat supaya uangnya dipergunakan untuk mencetak buku-buku 
menyesatkan dan lain-lain.  
D. Yang berhak Menerima Wasiat 
Wasiat itu boleh diberikan kepada setiap orang muslim yang berakal dan adil, 
baik laki-laki maupun perempuan, yaitu wasiat yang boleh dilakukan oleh si pembuat 
wasiat, misalnya membayar utang serta mengurus urusan anaknya. Jika seseorang 
mewasiatkan hartanya untuk mengurus anak-anaknya, maka hak kewarisan atas anak-
anak tersebut ditetapkan bagi orang yang diberi wasiat itu dan dia (orang yang diberi 
wasiat) boleh menggunkan harta tersebut, misalnya jual neli, menerima hibah yang 
diberikan kepada mereka (anak-anaknya), memberi nafkah kepada mereka serta 





mereka, memanfaatkan uangnya untuk bagi hasil, dan jika dia menggunakan harta itu 
untuk dagang, maka dia tidk dapat mengambil sedikitpun dari harta itu ketika 
membutuhkan sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya.
49
 
Wasiat tidak diperbolehkan bagi ahli waris. Hal ini sesuai dengan hadist yang 
diriwayatkan dari Amr bin Kharijah, dimana dia pernah mendenga Rasulullah 
bersabda:  
إ َللاَّو ِ  َْدل ًَطََعأ  َّمُك  ٌْ ِذ  ًّكَخ  ًَُمَح  َ َاف  َةَُِّصَو  ٍثِزاَِىن (ياوز دمخأ هباو ًخام سىناو يء 
ستناو ٌرم  )  
Artinya :  
Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada tiap-tiap yang berhak. 
Oleh karena itu tidak ada wasiat bagi ahli waris. (HR. Ahmad, Ibnu Majah, 
An-Nasa‟i dan At-Tirmidzi. Sedangkan menurut Imam Mazhab sepakat akan 
tidak bolehnya wasiat untuk ahli waris, kecuali jika disetujui oleh para ahli 
waris lainnya. Para ulama sepakat bahwa seseorang tidak diperbolehkan 
menerima wasiat lebih dari sepertiga. Bahkan sebagian ulama mensunahkan 
agar seseorang memebrikan wasiat kurang dari sepertiga, sebagaimana yang 
disabdakan RAsulullah SAW. 
 
 َلَال  َلْىُسَز  َﷲ  ُُجُهخَنا  ٌسُْ ِشكك  ّنِإ  َعََدت  ََكَتحَزَو  َءَاُِىَْغأ  ٌسُْ َخ  ََكن  ْهِم  َْنأ  ََدت  ُْمهَع اَع  ًَةن  َنُْىفَّفََكَتَ 
 َساَّىنا ًِف  ْمِههَْ ِدَْ َأ  
Artinya :  
Sepertiga dan sepertiga itu sudah banyak da sesungguhnya engkau 
meninggalkan ahli warismu keadaan kaya lebih baik daripada engkau 
tinggalkan mereka dalam kondisi fakir meminta-minta kepada orang lain 
(mengharapkan pemberian) tangan mereka. 
 
Karena apa yang lebih dari sepertiga harta merupakan hak mereka. Sehingga, 
jika mereka mengizinkan apa yang lebih tersebut, maka wasiatnya menjadi sah. Izin 
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para ahli tersebut diikrarkan setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Demikian 
pula dengan ijma‟ para ulama juga menetapkan laranngan untuk memberi wasiat 
lebih dari sepertiga. Perbedaan pendapat yang terjadi diantara para ulama terletak 
pada dua hal yaitu, apakah sepertiga harta itu dihitung pada waktu seseorang 
memberikan wasiat atau ketika meninggal dunia .  
Mengenai hal ini ada dua pendapat, tetapi yang lebih benar adala pendapat 
yang kedua, yaitu ketika meninggal dunia. Diantara yang berpegang pada pendapat 
pertama (pada waktu pemberian wasiat) adalah Imam Malik dan sebagian besar 
ulama Iraq. Dan demikian itu merupakan pendapat Ankha‟i dan Umar bin Abdul 
Aziz. Sedangkan yang berpegang pada pendapat keduaadalah Abu Hanifah dan Imam 
Ahmad. Yang mana ini merupakan pendapat Ali bin Abi Thalib
50
.  
Mereka yang berpegang pada pendapat pertama menyatakan, bahwa wasiat 
merupakan akad perjanjian, dimana akad perjanjian itu dihitung dari sejak awalnya. 
Dan jika seseorang bernadzar untuk mensedekahkan sepertiga hartanya, maka hal itu 
dihitung sejak nadzar tersebut diucapkan. Pernyataan ini diberi tanggapan, bahwa 
wasiat bukan termasuk akad perjanjian dilihat dari sisi manapun, sehingga tidak 
diperlukan adanya penyegeraan dan juga qabul. Anatara nadzar dan wasiat terdapat 
perbedaan, dimana dalam wasiat seseorang dibenarkan untuk menarik kemabali 
wasiatnya, sedangkan nadzar tidak dibenarkan.  
 
 
                                                             





E. Tata Cara  Pemberi dan Penerima Wasiat 
Menurut ketentuan hukum Islam, bahwa bagi seseorang yang merasa telah 
dekat ajalanya dan ia meninggalkan harta yang cukup (apalagi banyak) maka 
diwajibkan kepadanya untuk membuat wasiat bagi kedua orang tuanya (demikian 
juga   bagi kerabat lainnya), terutama sekali apabila ia telah memperkirakan bahwa 
harta mereka (kedua orang tuanya tidak cukup untuk keperluan mereka). Apabila 
dilihat dari pandangan ilmu hukum bahwa wasiat merupakan perbuatan hukum 
sepihak (merupakan pernyataan sepihak), jadi dapat saja wasiat dilakukan tanpa 
dihadiri oleh penerima wasiat, dan bahka dapat saja dilakukan dalam bentuk tertulis.  
Bahkan dalam praktiknya untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak 
dikehendaki dibelakang hari sering pernyataan wasiat itu dilakukan dalam bentuk 
akkta autentik, yaitu diperbuat secara notarial, atyau dibuat oleh notaris atau disimpan 
dalam protokol notaris.  
Kompilasi hukum Islam indonesia khususnya dalam ketentuan yang terdapat 
yang terdapat dalam  buku II bab V pasal 194 dan 195 menyebutkan persyaratan-
persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pewasiatan tesrsebut adalah 
sebagai berikut:  
Pasal 194 KHI : 
- Ayat (1) Pewasiat harus orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 
tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian 





- Ayat (2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.  
- Ayat (3) Pemiliksan terhdap harta benda seperti dimaksud dalam ayat 1 pasal 
ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.
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Menyangkut persyaratan yang dipenuhi dalam pelaksanaan pewasiatan 
tersebut adalah sebagai berikut :  
1. Apabila wasiat dilakukan secara lisan, maupun tertulis hendaklah 
pelaksanaanya dilakukan dihadapan 2 orang saksi atau dihadapan notaris. 
2. Wasiat hanya dibolehkan maksimal sepertiga dari harta warisan, kecuali 
ada persetujuan semua ahli waris.  
3. Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli 
waris. 
4. Pernyataan persetujuan pada poin 2 dan 3 dapat dilakukan secara lisan 
maupun tertulis duhadapan notaris. 
Persoalan wasiat ini apabila dihubungkan dengan persolan pembagian harta 
warisan, maka haruslah terlebih dahulu dikeluarkan apa-apa yang menjadi wasiat dari 
si meninggal, barulah kemudian (setelah dikeluarkan wasiat).  
Berdasarkan ketentuan dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata kriteria 
Pemberi Wasiat diantaranya, pewaris pembuat surat wasiat harus berakal sehat (Pasal 
856 KUHperdata), artinya tidak sakit berat yang mengakibatkan tidak dapat berpikir 
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secara wajar. Jika surat wasiat memuat syarat-syarat yang tidak dapat dimengerti atau 
tidak mungkin dapat dilaksanakan atau bertentangan dengan kesusilaan, hal yang 
demikian itu dianngap tidak tertulis. Surat wasiat tidak boleh memuat ketentuan yang 
mengurangi bagian mutlak para ahli waris. (Pasal 913 KUHPerdata).  
Wasiat sebagai salah satu bentuk pengalihan hak dalam pembagian harta 
waris dalam Islam, apabila wasiat diberikan kepada ahli waris adapun syarat-syarat 
ahli waris sebagai berikut:
52
  
a. Hubungan pemasaban dari pernikahan yang sah secara Islam. 
b. Hubungan pernikahan yaang sah secara Islam dan masih berlangsung, 
termasuk nikah siri. 
c. Kesamaan agama Islam dan bukan aliran yang sesat dari ajaran Islam.  
Dengan dasar tersebut siapapun yang memilki syarat di atas akan berhak 
mendapatkan harta waris.  Penerima wasiat dianggap tidak cakap menerima wasiat 
apabila memenuhi kriteria dalam pasal 197 Khi, secara lengkap akan di uraikan 
sebagai berikut:  
Ayat (1)  Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan 
putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di hukum karena : 
a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau 
menganiaya berat pada pewasiat. 
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b. Dipersalahkan secara pemfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa 
pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan 
Hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. 
c. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mncegah pewasiat untuk 
membuat atau mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima 
wasiat.Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan 
surat wasiat dari pewasiat. 
Ayat (2) wasiat menjadi bata apabila yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu 
: 
a. Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia 
sebelum meninggalnya pewasiat. 
b. Mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya, 
c. Mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak menyatakan menerima atau 
menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.  
F. Pelaksanaan Pemberi Wasiat 
 Ketentun Dalam Pelaksanaan Wasiat 
1. Pemberi wasiat 
Pemberi wasiat disyaratkan kepada orang dewasa yang cakap melakukan 
perbuatan hukum, merdeka dalam pengertian bebas memilih, tidak mendapat 
paksaan.  





Wasiat dapat ditujukan kepada orang tertentu, baik kepada ahli waris maupun 
bukan kepada ahli waris.
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3. Harta atau Barang Yang Diwasiatkan 
Harta atau barang yang diwasiatkan disyaratkan sebagai harta yang dapat 
diserahterimakan hak pemiliknya dari pemberi wasiat kepada penerima 
wasiat.  
4. Ijab Qabul 
Ijab Qabul adalah serah terima antara pemberi wasiat dengan penerima wasiat 
yang status pemilikannya berlaku sesudah pewasiat wafat dan disyaratkan 
melalui lafal yang jelas mengenai barang atau harta yang menjadi objek 
wasiat, baik secara tertulis maupun secara lisan, yang kemudian disaksikan 
oleh dua orang saksi sebagaimana yang telah disyaratkan oleh Al-Qu‟an 
Surah An-Nisa ayat 282. 
Mekanisme pemberian wasiat memilki beberapa kesamaan terhadap ketentuan 
syarat-syarat kewarisan dalam Islam, diantaranya: 
Ada tiga syarat kewarisan, yaitu (1) meninggal dunianya pewaris, (2) 
hidupnya ahli waris (3) mengetahui status kewarisan. 
a. Meninggal dunianya pewaris 
Yang dimaksud meninggal dunia disini ialah baik meninggal dunia hakiki 
(sejati), meninggal dunia hukmi (menurut putusan hakim) dan meninggal 
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dunia taqdiri (menurut dugaan). Tanpa ada kepastian bahwa ahli waris 
meninggal dunia, warisan tidak boleh dibagi-bagikan kepada ahli waris. 
b. Hidup ahli waris  
Hidupnya ahli waris harus jelas pada saat pewaris meninggal dunia, ahli 
waris merupakan pengganti untuk menguasai warisan yang ditinggalkan 
oleh pewaris. Perpindahan harta tersebut diperoleh melalui jalan jalan 
kewarisan. Oleh karena itu, sesudah pewaris meninggal dunia, ahli 
warisnya harus benar-beanr hidup.  
c. Mengatahui status kewarisan   
Agar seseorang dapat mewarisi harta orang yang meninggal dunia, 
haruslah jelas hubungan anatara keduanya. Misalnya, hubungan suami 
isteri, hubungan orang tua anak dan hubungan saudara, baik sekandung 
baik sekandung sebapak dan seibu.  
Dalam hal pewarisan adapun yang menjadi sebab seseorang itu tidak 
mendapat warisan (hilangnya hak kewarisan/penghalang mempusakai) adalah 
disebabkan secara garis besar dapat dikalsifikasikan kepada: 
a. Karena halanga kewarisan  
Dalam hal hukum kewarisan Islam, yang menjadi penghalang bagi 
seseorang ahli waris untuk untuk mendapatkan warisan disebabkan 






1. Pembunuhan  
- Pembunuhan secara hak dan tidak melawan hukum 
- Pembunuhan secara tidak hak dan melawan hukum 
2. Karena perbedaan/berlainan agama 
b. Kelompok keutamaan dan Hijab 
Hukum waris islam juga mengenal pengelompokan ahli waris kepada 
beberapa kelompok keutamaan, kelompok keutamaan ini juga dapat 
disebabkan kuatnya hubungan kekerabatan. Dengan adanya kelompok 
keutamaan diantara para ahli waris ini dengan sendirinya menimbulkan 
akibat adanya pihak keluarga yang tertutup (terdidnding atau terhijab) 
oleh ahli waris lain, dengan demikian didalam hukum waris Islam 
dikenalah “Lembaga Hijab”.  
G. Pencabutan Wasiat 
Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 99 menyatakan bahwa: 
1) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum 
menyatakan persetujuannya atau sudah menyatakan persetujuannya tetapi 
menariknya kembali. 
2) Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua 
orang saksi atau tertulis denagn disaksikan oleh dua orang saksi atau 





3) Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara 
tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta notaris.  
Pengertian akta otentik merupakan salah satu alat bukti tulisan didalam bentuk 
yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat/pegawai 
umum yang berkuasa untuk ditempati dimana akata dibuatnya, sebagaimana bunyi 
ketentuan pasal 1867 dan 1868 Kitab Undang0Undang Hukum Perdata.
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             Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengenai wasiat 
yang dilakukan secara lisan, hanya terdapat wasiat yang dibuat secara tertulis yaitu 
suarat wasiat (testament). Apabila pewaris meninggalkan wasiat, menurut undang-
undang , wasiat tersebut harus tertulis yang berisi pernyatan mengenai apa yang 
dikehendaki pewaris setelah dia meninggal. Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 
875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan (tastement) adalah 
suatu akta yang memuat pernyataan seseorang yang tentang apa yang dikehendakinya 
akan terjadi setelah dia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut. 
Menurut  Kitab Undnag-Undang Hukm Perdata, pencabutan wasiat dapat 
dilakukan denga tegas dan dapat pula dengan diam-diam. Apabila wasiat dicabut 
denga tegas, menurut ketentuan pasal 922 KUHperdata pencabutan ini harus denga 
surat wasiat baru atau denga akta notaris khusus, dimana pewaris menyatakan 
kehendaknya akan mencabut wasiat itu seluruhnya atau untuk sebagian. Arti kata 
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“khusus” dalam pasal ini adalah meliputi tidak hanyamengenai hal yang dicabut 
kembali, tetapi juga boleh memuat hal-hal yang mengulangi apa yang disebut dalam 
wasiat tersebut. 
Apabila wasiat dicabut denga diam-diam, menurut pasal 944 KUHPerdata 
wasiat yang baru yang tidak tegas mencabut wasiat terdahulu, membatalkan wasiat 
terdahulu sepanjang tidak dapat disesuaikan denga ketetapan wasiat yang baru atau 
sepanjang wasiat yang terdahulu bertentangan dengan wasiat yang baru. akan tetapi, 
apabila wasiat yang baru itu batal sebagi wasiat ketentuan pasal ini tidak berlaku. 



















PANDANGAN IMAM MALIKI DAN SYAFI’I TENTANG WASIAT 
TERHADAP AHLI WARIS 
A. Pandangan Imam Malik 
1. Biografi Imam Malik 
Imam Malik adalah imam yang kedua dari imam-imam empat serangkai 
dalam Islam. Dari segi umur Beliau dilahirkan di kota Madinah, suatu daerah di 
negeri Hijaz tahun 93 H /12 M di Madinah pada masa pemerintahan Abbasiyah 
dibawah kekuatan Harun Al-rasyid. Nama lengkapnya ialah Abu „Amir Ibn al-Harits. 
Beliau adalah keturunan bangsa Arab dusun Zu Ashbah, sebuah dusun di kota 
Himyar, jajahan Negeri yaman. Ibunya bernama Siti al-Aliyah binti Syuraik ibn Abd. 
Rahman ibn Syuraik al-Azdiyah. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Imam Malik 




Imam Malik adalah seorang yang berbudi mulia, dengan pikiran yang cerdas 
pemberani dan teguh mempertahankan kebenaran yang diyakininya. Beliau seorang 
yang mempunyai sopan santun dan lemah lembut, suka menengok orang sakit, 
mengasihi orang miskin dan suka memberi bantuan kepada orang yang 
membutuhkannya. Beliau juga seorang yang sangat pendiam kalau berbicara 
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dipilhnya mana yang perlu dan berguna serta menjauhkan diridari segala macam 
perbuatan yang tidak bermanfaat. Disamping itu, beliau juga seorang yang suka 
bergaul terutama pada Dosennya, bahkan bergaul dengan para pejabat pemerintah 
serta kepala Negara beliau tidak pernah melanggar batasan agama.  
Beliau sebagai seorang ulama yang telah menafsirkan Al-Qur‟an dan hadits-
hadits Rasulullah beliau menggunakan ilmu fiqih dan ilmu hadis sebagai alat dalam 
beristinbath . jika beliau mempelajari suatu hadis, maka beliau meneliti sanadnya. 
Menghubungkan hadis itu dengan Ayat-ayat Al-qur‟an, setelah yakin bahwa hadist 
itu dijadikan dasar hujjah beliau langsung menggunakannya dalam mengistinbathkan 
hukum . karena keahlian beliau dalam kedua cabang ilmu itu, sukar ditetapkan 
apakah beliau seorang ahli fiqih atau seorang ahli hadits.
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Dalam bidang hadits beliau terkenal sebagai orang pertama yang 
mengumpulkan hadist dan kitab kimpulan hadist tersebut dapat dibaca oleh generasi 
sekarang yaitu kita Al-Muwatha‟ itu disususn menurut sistematika ilmu fiqih dan di 
dalamnya diterangkan pokok-pokok pikiran beliau dalam ilmu fiqih. Kemudian 
pokok-pokok pikiran itu dikembangkan dalam bentuk fatwa. Fatwa-fatwa beliau 
dikumpulkan oleh murid-murid beliau menjadi buku-buku yang merupakan buku 
pokok dalam mazhab maliki.  
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Sebagaimana halnya dengan imam hanafi maka hampir tidak diperoleh suatu 
kitab yang lengkap yang menerangkan pendapat-pendapat imam malik yang ditulis 
oleh beliau sendiri. Oleh karena itu, jika hendak mempelajari pokok-pokok pikiran 
mazhab maliki maka sumber-sumbernya adalah kitab Al-Muwatha‟ dan pendapat-
pendapat atau fatwa-fatwa beliau yang dikumpulkan oleh murid-muridnya.  
Adapun dasar-dasar hukum yang dimbil dan dipergunakan oleh imam maliki 
ada sebagai berikut: 
a. Kita Allah (Al-Qur‟an) 
b. Sunnah Rasul yang telah beliau pandang sah 
c. Ijmak para ulama madinah, tetapi kadang-kadang beliau menolak hadist 
apabila ternyata berlawanan atau tidak diamalkan oleh para ulama 
madinah. 
d. Istihsan (Mashalihul Mursalah) 
Istislah adalah mengekalkan apa yang telah ada karena suatu hal yang 
belum diyakini. Adapun mashalihul mursalah ialah memelihara tujuan-
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e. Fatwa Sahabat  
Yang dimaksud dengan sahabat disini adalah sahabat besar yang 
pengetahuan mereka terhadap suatu masalah itu didasarkan kepada al-naql 
f. Khabar Ahad dan Qiyas  
Imam Malik tidak mengakui khabar ahad sebagai sesuatu yang datang dari 
Rasulullah, jika khabar ahad itu bertentangan dengan sesutu yang 
bertentangan dengan yang sudah dikenal oleh masyarakat Madinah , 
sekalipun hanya dari hasil istinbath kecuali khabar tersebut dikuatkan oleh 
dalil-dalil lain yaang qath‟iy.  
g. Al-Maslahah Mursalah 
Maslahah mursalah adalah maslahah yaang tidak ada ketentuannya, baik 
secara tersurat atau sama sekali tidak disinggung oleh nash. Dengand 
emikian maslahah mursalah itu kembali kepada memelihara tujuan 
syari‟at diturunkan. Tujuan syari‟at diturunkan dapat diketahui melalui 
Al-Qur‟an, sunnah dan ijma‟. 
2. Pendapat Imam Malik Tentang Wasiat Terhadap Harta Warisan 
Wasiat yaitu menyerahkan pemilikan sesuatu kepada seseorang sesudah 
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Pendapat yang dikemukakan oleh ulama di atas adalah pendapat yang rajih. 
Karena ahli waris yang lain mempunyai hak atas harta yang diwasiatkan. Ketika 
mereka menyetujuinya maka berarti mereka rela melepaskan haknya.
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Jadi wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, 
piutang ataupun mamfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang 
berwasiat meninggal dunia. Sebagian ahli hukum islam mendefinisikan bahwa wasiat 
adalah pemberian hak milik secara suka rela yang dilaksanakan setelah pemberi 
wasiat meninggal dunia. Sedangkan wasiat menjadi hak yang menerima setelah 
pemberi wasiat itu mati dan utang-utangnya dibereskan sebagaimana tuntutan Al-
Qur‟an. Batasan syarat yang memberinya, orang yang diberinya, atau bagi orang lain, 
sepanjang syarat itu tidak dilarang atau bertentangan dengan maksud syari‟at.60 
Seorang dipandang sebagai ahli waris, apabila ia termasuk ahli waris pada saat 
yang berwasiat meninggal dunia, seperti seorang berwasiat hartanya tertentu kepada 
saudaranya laki-laki, yang waktu ia mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Pada 
waktu yang memberi wasiat meninggal dunia pula, sehingga satu-satunya ahli 
warisnya hanyalah saudaranya. Dalam keadaan yang demikian wasiat yang telah 
diberikan kepada saudaranya itu menjadi batal, karena ia telah menjadi ahli waris, 
dan berwasiat telah meninggal dunia. 
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Wasiat kadangkala hukumnya wajib, dan kadangkala hukumannya sunnah. 
Wasiat hukumnya wajib jika seseorang menanggung kewajiban syar‟i di khawatirkan 
akan tersia-siakan jika tidak diwasiatkannya, seperti titipan, utang kepada Allah atau 
manusia, zakat yang belum ditunaikannya. Wasiat hukumnya sunnah jika dilakukan 
dalam ibadah-ibadah, atau diberikan kepada karib kerabat, yang miskin. Wasiat 
hukumannya haram jika menimbulkan kerugian bagi ahli warisna. Sedangkan dia 
memiliki seorang ahli waris atau beberapa orang ahli waris yang membutuhkannya. 




Diantara para ulama yang mewajibkan wasiat adalah Atha‟, az-zuhri, Abu 
Majas, Thalib bin Musharrif. Hal yang sama juga dicweritakan Imam Baihaqi dari 
Imam Asy-Syafi‟i dalam kitab al-Qadim dan ibn Jarirsedangkan jumhur ulama 
berpendapat bahwa wasiat adalah sesuatu yang sunnah dan bukan wajib.
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Jika yang meninggal dunia meninggalkan pesan atau wasiat, agar sebagian 
harta peninggalannya diserahkan kepada seseorang atau suatu benda tertentu. Maka 
wasiat itu harus dilaksanakan dengan ketentuan, wasiat itu sebanyak-banyaknya 
sepertiga harta peninggalan. Bila wasiat itu melebihi sepertig bagian maka harus 
dikurangi, hingga menjadi sepertiga. 
Hutang diselesaikan sebelum penyelesaian wasiat, penyelesaian hutang 
sipewaris adalah membayar kewajiban. Mengeluarkan wasiat adalah tambahan 
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berbuat baik. Sebab membayarkan kewajiban lebih didahulukan pelaksanaannya.
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Kedudukan  wasiat dalam hukum kewarisan, wasiat artinya disini ialah pernyataan 
kehendak oleh seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya 
sesudah ia meninggal kelak. Demikianlah arti wasiat dalam hubungan dengan harta 
peninggalan dan hukum kewarisan. Dalam pelaksanaannya wasiat itu dengan baik. 
Kedudukan wasiat dalam hukum kewarisan sangat penting. Berulang-ulang 
disebutkan dalam Al-Qur‟an mengenai wasiat ini, baik dalam ayat-ayat Al-Qur‟an 
sebelum turunannya ayat kewarisan maupun sesudah turunnya ayat kewarisan 
terutama dalam ayat kewarisan. 
Jumhur ulama berpegang pada pendapat tersebut. Sehingga mereka sepakat 
bahwa wasiat kepada ahli waris itu tidak dibolehkan. Kalangan ulama Malikiyah dan 
Zahiriyah berpendapat bahwa larangan berwasiat kepada ahli waris tidak menjadi 
gugur dengan adanya persetujuan ahli waris menjadi gugur dengan adanya 
persetujuan ahli waris lainnya. menurut mereka, larangan itu termasuk hak Allah 
yang tidak bisa gugur dengan kerelaan manusia. Dan ahli waris tidak berhak 
membenarkan sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. Oleh karena itu, walaupun 
direlakan oleh ahli waris lainnya, berwasiat kepada ahli waris tetap tidak 
diperbolehkan. 
B. Pandangan Imam Syafi’i 
1. Biografi Imam Syafi‟i 
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Imam Syafi‟i dilahirkan di Guzzah suatu kampung dalam jajahan Palestina, 
masih wilayah Asqalan pada tahun 150 H (767M), bersamaan dengan wafatnya Imam 
Hanafi, kemudian beliau dibawa ibunya ke Mekkah dan dibesarkan disana. namun 
beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris Abbas ibn Utsman ibn Syafi‟i al-
Muthalibi dari keturunan Muthalib bin Abdi Manaf, yaitu kakek yang keempat dari 
Rasul dan kakek yang kesembilan dari Syafi‟i. Dengan demikian jelaslah, bahwa 
beliau itu adalah keturunan dari keluarga bangsa Quraisy dan keturunan beliau 
bersatu dengan keturunan Nabi SAW. Pada Abdul Manaf (datuk Nabi yang ke-3).  
Imam Syafi‟i terkenal sebagai seorang yang membela mazhab ulama Madinah 
hingga terkenallah beliau dengan sebutan Nasyirus Sunnah (penyebar Sunnah). Hal 
ini adalah hasil mempertemukan anatara fiqih Madinah dengan fiqih Irak. 
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Asy-
Syafi‟i telah dapat mengumpulkan antara Thariqat ahlur ra‟yi dengan tariqat ahlul 
hadits. Oleh karena itu mazhabnya tidak terlalu condong kepada ahlil hadits. 
Mengenai dasar-dasar hukum yang diapaki oleh imam syafi‟i sebagai acuan 
pendapatnyatermaktub dalam kitabnya ar-Risalah sebagai berikut:  
a. Al-Qur‟an, beliau mengambil dengan makna arti) yang lahir keculai jika 
didapati alasan yang menunjukkan bukan arti yang lahir itu, yang harus 
dipakai atau dituruti.  
b. As-Sunnah, beliau mengambil Sunnah tidaklah mewajibkan yang 
mutawatir saja, tetapi yang ahad pun diambil dan dipergunakan untuk 
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menjadi dalil, asal telah mencukupi syarat-syaratnya, yakni selama perawi 
hadits itu orang kepercayaan, kuat ingatan dan bersambung langsung 
sampai kepada Nabi SAW.  
c. Ijmak dalam arti, bahwa para sahabat semuanya telah menyepakatinya. 
Disamping itu beliau berpendapat dan meyakini, bahwa kemungkinan 
ijmak dan persesuaian paham bagi segenap ulama itu, tidak mungkin 
karena berjauhan tempat tinggal dan sukar berkomunikasi. Imam Syafi‟i 
masih mendahulukan Hadits Ahad daripada Ijmak yang bersendikan 
ijhtihad, kecuali kalau ada keterangan bahwa ijma itu bersedndikan naqal 
dan diriwayatkan dari orang ramai hingga sampai kepada Rasulullah.  
d. Qiyas, Imam Syafi‟i memakai qiyas apabila dalam ketiga dasar hhukum 
qiyas yang terpaksa diadakan itu hanya mengenai keduniaan atau 
muamalah, karena segala sesuatu yang bertalian dengan urusan ibadah 
telah cukup sempurna dari Al-Qur‟an dan As-Sunnah Rasulullah. Untuk 
itu beliau dengan tegas berkata: “ tidak ada qiyas dalam hukum ibadah” 
beliau tidak terburu-buru menjatuhkan hukum secara qiyas sebelum lebih 
dalam menyelidiki tentang dapat atau tidaknya hukum itu dipergunakan.  
e. Istidlal (istishab), Maulana Muhammad Ali dalam bukunya islamologi 
mengatakan bahwa Istidlal makna aslinya menarik kesimpulan suatu 
barang dari barang lain. Dua sumber utama yang diakui untuk ditarik 
kesimpulannyaialah kebiasaan dan undang-undang agama yaang 





tanah Arab pada waktu datang Islam yang tidak dihapus oleh Islam, 
mempunyai kekuasaan hukum. Demikian pula adat dan kebiasaan yang 
lazim dimana-mana, jika tidak bertentangan dengan jiwa Al-Qur‟an atau 
tidak terang-terangan dilarang oleh Al-Qur‟an, juga diperbolehkan, 
karena menurut pribahasa ahli hukum yang sudah terkenal : “ Diizinkan 
sesuatu (al-ibahatu) adalah prinsip asli, oleh karena itu apa yang tidak 
dinyatakan haram diizinkan “. Oleh karena itu Imam Syafi‟i memakai 
jalan istidlal dengan mencari alasan atas kaidah-kaidah agama ahli kitab 
yang terang-terangan tidak dihapus oleh Al-Qur‟an. Beliau tidak sekali-
kali mempergunakan pendapat atau buah pikiran manusia. Seterusnya 
beliau tidak mengambil hukum dengan cara istihsan. Imam Syafi‟i 
berpendapat mengenai istihsan ini sebagai berikut: “ barang siapa 
menetapkan hukum dengan istihsan berarti ia membuat syari‟at 
tersendiri”.  
2. Pendapat Imam Syafi‟i Tentang Wasiat Terhadap Harta Warisan  
Imam Syafi‟i berkata: “ Hukum wasiat umtuk ahli waris adalah hukum 
tentang yang tidak ada. Manakala seseorang berwasiat kepada ahli waris, maka 
wasiatnya kita gantugkan (mauquf). Jika yang berwasiat meninggal dunia dan ahli 
waris yang menerima wasiat yang menerima wasiat itu, maka tidak ada wasiat 
baginya. Jika yang diberi wasiat itu ter-mahjub (terhalang menerima warisan) oleh 





ahli waris pada hari meninggalnya orang yang berwasiat, seperti orang yang 
berwasiat kepada isterinya dengan thalak tiga meninggal dunia, maka isteri tidak 
menerima warisannya. Wasiat untuk bekas isterinya itu dibolehkan, karena ia bukan 
ahli warisnya lagi. Jika seorang berwasiat kepada seorang wanita, kemudian ia 
mengawini wanita itu, lalu yang berwasiat meninggal dunia dan wanita itu telah 
menjadi isterinya, maka batallahbwasiat itu untuk ahli waris (dan itu tidak boleh).
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Berdasarkan pendapat Imam Syafi‟i sebagaimana di atas diketahui bahwa 
dalaam pandangan Imam Syafi‟i wasiat kepada ahli waris itu dibolehkan asalkan 
disetujui oleh ahli waris lainnya. Karena pada dasarnya wasiat kepada ahli waris itu 
dianggap sesuatu yang tidak ada, sehingga jika diizinkan atas wasiat itu berarti para 
ahli waris telah merekam harta bagiannyaa kepada orang yang diberi wasiat tersebut, 
hal ini berarti penyerahan harta wasiat kepada ahli waris berlaku sebagaimana hukum 
hibah bukan sebagai wasiat. 
Telah diketahui sebelumnya bahwa wasiat kepada para ahli waris menurut 
pendapar Imam Syafi‟i adalah boleh atau sah. Alasan Imam Syafi‟i mengatakan 
bahwa bolehnya wasiat kepada ahli waris adalah menurutnya wasiat itu boleh kepada 
siapa saja tidak terkecuali kepada ahli waris. Asalkan ahli waris menizinkannya, 
ketika seorang memberi wasiat pada salah satu ahli waris maka ahli waris yang 
lainnya juga berhak dengan bagian tersebut. 
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Telah diketahui sebelumnya bahwa wasiat kepada ahli waris itu tidak 
diperbolehkan, menurut pendapat para ulama kecuali Imam Syafi‟i. Imam Syafi‟i 
berpendapat bahwa wasiat kepada para ahli waris itu diperbolehkan, menurutnya 
wasiat itu boleh kepada siapa saja tidak terkecuali kepada para ahli waris dengan 
catatan atas izin dengan ahli waris yang lainnya. imam Syafi‟i menggunkan Hadis 
yang diriwayatkan kepada Darul Qudhi yang mengatakan bahwa wasiat kepada ahli 
waris itu boleh jika ahli waris yang lainnya mengizinkan peringkat hadis tersebut 
adalah hadis Hasan. 
C. Maslahat dan Mudharat Wasiat Terhadap Harta Warisan 
1. Maslahat yang dimaksud disini adalah keuntungan  atau manfaat dari 
menerima wasiat terhadap harta warisan, menurut mazhab Hanafi yang 
menemukakan bahwa wasiat itu adalah tindakan  seseorang yang 
memberikan haknya kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik berupa 
kebendaan maupun manfaat secara sukarelatanpa imbalan yang 




Keuntungan atau manfaat yang diperoleh dari memberikan wasiat selain dari 
ahli waris adalah karena wasiat dalam fungsi sosialnya dimaksudkan untuk 
memberikan kelapangan kepada kerabat dekat yang tidak termasuk ke dalam 
jumlah ahli waris yang dapat pembagian harta peninggalannya, untuk 
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membantu kaaun dhuafa, fakir miskin atau untuk emberi sumbangan kepada 
sarana ibadah atau pendidikan.tidak semua kerabat mendapat harta warisan 
dan tidak semua hidup lapang. Diantara mereka ada yang ada yang terhijab 
oleh oleh kerabat yang lebih dekat, dan ada pula semacam kerabat yang tidak 
termasuk ahli waris yang mendapat warisan disamping banyak sarana ibadah 
atau pendidikan yang memerlukan dana dari yang punya harta. Tujuan 
seperti itu akan sulit dicapai bilamana wasiat ditujukan kepada ahli waris.  
2. Mudharat yang dimaksud adalah  sesuatu yang tidak menguntunkan 
/kerugian dari wasiat terhadap harta warisan. Permasalahan yang sering 
terjadi adalah berwasiat kepada ahli waris yang bisa menimbulkan silang 
sengketa diantara ahli waris itu sendiri. Pihak ahli waris yang mendapat 
harta wasiat merasa diutamakan, sedangkan pihak yang tidak mendapat 
wasiat merasa dianaktirikan.
67
 Membeda-bedakan anatara anak yang satu 
dengan anak yang lain dalam pemberian terlarang oleh Islam. wasiat tidak 
diperbolehkan apabila merugikan ahli waris dan itu termasuk dosa besar. 
Wasiat yang dimaksud merugikan ahli waris adalah seperti bathil, sekalipun 
wasiat itu tidak mencapai sepertiga harta. Dan juga tidak diperboleh 
mewasiatkan khamar, membangun gereja, atau temapat hiburan.  
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BAB V  
PENUTUP  
A. Kesimpulan  
1. Keuntungan yang didapat dari berwasiat / memberikan wasiat terhadap 
harta warisan  adalah dapat membantu orang yang lebih membutuhkan 
seperti kaum dhuafa, fakir miskin, orang yang tidak mempunyai harta dan 
anak yatim. Berwasiat sangat dianjurkan jika orang tersebut setelah 
meninggal dunia dan mempunyai hutang dan wasiat tersebut 
diperuntukkan untuk membayar hutang dari si pewasiat tersebut. 
2. Kerugian yang didapat dari berwasiat/memberikan wasiat terhadap harta 
warisan  adalah jika yang berwasiat memberikan wasiatnya kepada orang 
yang fasik dan orang yang sering bermaksiat, mewasiatkan khamar 
membangun gereja atau tempat hiburan serta merugikan ahli waris. 
Kerugian dalam wasiat yang sering  terjadi adalah pembunuhan. 
Pembunuhan terjadi saat ahli waris dan si penerima wasiat saling 
bersengketa antara hak dari si pewaris.  Maka dalam hal ini tidak 
dianjurkan berwasiat jika merugikan ahli waris. Maka memberikan para 
ahli waris berkelahi untuk merebut harta warisan setelah pewarisnya 
meninggal dunia, maka sama haknya dengan membiarkan para ahli waris 
berbuat kerusakan atau merusak di muka bumi utamanya hubungan 






3. Maslahat dan mudharat wasiat terhadap warisan menurut imam malik dan 
syafi‟i. Menurut imam malik Jika yang meninggal dunia meninggalkan 
pesan atau wasiat, agar sebagian harta peninggalannya diserahkan kepada 
seseorang atau suatu benda tertentu. Maka wasiat itu harus dilaksanakan 
dengan ketentuan, wasiat itu sebanyak-banyaknya sepertiga harta 
peninggalan. Bila wasiat itu melebihi sepertiga bagian maka harus 
dikurangi, hingga menjadi sepertiga. Jika yang berwasiat meninggal dunia 
dan ahli waris yang menerima wasiat yang menerima wasiat itu, maka 
tidak ada wasiat baginya. 
Menurut imam syafi‟i Jika yang diberi wasiat itu ter-mahjub (terhalang 
menerima warisan) oleh orang lain yang menerma wasiat, atau orang 
yang menerima wasiat keluar sebagai ahli waris pada hari meninggalnya 
orang yang berwasiat, seperti orang yang berwasiat kepada isterinya 
dengan thalak tiga meninggal dunia, maka isteri tidak menerima 
warisannya. Wasiat untuk bekas isterinya itu dibolehkan, karena ia bukan 
ahli warisnya lagi. Jika seorang berwasiat kepada seorang wanita, 
kemudian ia mengawini wanita itu, lalu yang berwasiat meninggal dunia 
dan wanita itu telah menjadi isterinya, maka batallah wasiat itu untuk ahli 
waris (dan itu tidak boleh). 
B. Implikasi Penelitian 
1. Jika wasiat dihubungkan dengan pembagian harta warisan maka haruslah 





barulah kemudian (setelah dikeluarkan wasiat) harta tersebut dibagikan 
kepada ahli waris.  
2. Tidak diperbolehkan berwasiat lebih dari sepertiga harta warisan, karena akan 
mendatangkan kerugian bagi ahli waris 
3. Dengan berwasiat kita dapat membantu sesama atau kerabat kita yang lain 
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